
BUPATI SAMBAS 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 59 TAHUN 2015 

TENTANG 
STANDAR BIAYA KHU'SUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA 

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbans : a. bahwa ant _"iudka tercapairya tja 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Pererintah 
Kabupaten Sambas perlu meningkatkan pembinaan dan 
pengawasan secara berkelanjtan melalui kegiatan 
pemeriksaan dan pengaowasan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan, 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasad 218 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Pa.sal 23 dan 24 ayat (l) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 
No@no 79 TAhun 2005 tentang Pedoman Pembina.an dan 
Pergawasan Penyelenggara.an Pererintaha.n Daera.h 
dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kot8 
selaku Apart Pengawasan Intern Pemerintahan, 

Mengingat 

c. bahwa untu.k menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat 
Kabupaten Sambas scbagaimana dimaksud dalam huruf b, 
dipandang perlu memberikan biaya khusus dalam 
melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang 
besaranya disesuakan dengan kemarpuan keuangan 
daerah; 

d bahwa berdasark.an pertimbangan sebagauimana dim.aksud 
dalarm huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu meneta pkan 
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Khusus Pembina.an 
dan Pengawasac pad.a [nspektorat Kabu paten Sambas Tahun 
Anggaran 2016, 

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Peneta pan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tiegkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nonor 9) sebagaman.a 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 196.5 
tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II Tarah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Ta balong dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) 



2.Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih da Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu 1999 omor 7, Taurnbahan Lembaran Negara RepubLile 
Indonesia Nomor 3851 

3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494) 

4 todang-Undang Norr 23 Tahu 204 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noor 5587) sebagaiman.a telah dua kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang- Undag Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679 

5. Undang-Undang Nomor 30 Thun 2014 tentang Administrasi 
Peerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 560; 

6. Peraturan Pemerintah Noror 58 Tahun 2005 tentang 
Pergelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republike 
Indonesia Tahun 2005 Noor 140, Trbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noror 4578 

7Persturan Pererintah Nome 79 1hun 2005 tentang Pedoma 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pererintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Noor 165, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kalo terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Thu 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan euagan Daerah (Derita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; 

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pergarwasan Atas Penyelengar a.au 
Pemerintahaan Daera.h sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 8 Tun 2009 te0tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawa.san Atas 
Penyelenggaraan Pererintahan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalarm Negeri Noror 64 Tahun 200 
tcntang tentang Pedoma Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kot; 



Menetapk.an 

1l Peraturan Daerah Nornor 9 Thun 2008 tentang Per bentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten 
Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Noma 9 
Tahun 2008) 

12.Peraturan Bupati Sambas Noor 46 Tahu 2015 tentang 
Standar Biaya Pererintah Daera.h Kabupaten Sambas 2016 
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 46); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 

l. Daerah adalah Kabupaten Sambas 

2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sbagai unsur penyelenggars 
Pemerintahan Daerah yang merirpin pelak.sauna.an urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom 

3. Bupati adalah Bupati Sambas 

4 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sambas 

5. Standar Biava adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang 
dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk 
memperoleh kelaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis 
kinerja. 

6. Standar Biaya Khu.sus Pembina.an dan Pengawasa.n yang selanjutnya disebut 
Standar Biaya husus adala.h standar biaya yang digunakan Inspektorat 
Kabupaten Sambas guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan permerintah daera.h 

7Pembinaan adalah upaya yang dilakula oleh Inspektorat Kabupaten 
Sambas untuk mewjudkan tercapainya tuan penyelengearaan otonoi 
daerah dan opini at.as laporan keangan Pernerintah Daerah Kabupaten 
Sambas 

8. Pengawasan adala.h proses egiat.an yang dituju.an untu.k menjamin agar 
Penerintah Daerah berjalan secara efeketif dan efisien sesuai dengan rencane 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat ppr ad.ala.h 
program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan secara 
rutin setap tahrun, serta memat jadwal pelaksaaan pemeriksa.an, program 
kerja, jumlah hari pemeriksaan, jumlah sumber daya manusia, jumlah obi 
jumlah laporan dan dana yang diperlukan. 



10, Non Program Kerja Pengarwasan Tahunan yang selanjutnya disingkat Non 
ppr adala.h program kerja pengawasan yang tidak dapat diprediksi, bersifat 
insidentil, dilaksanakan secara rutin setiap tahun seperti Pemeriksaan 
Khusus/Kasus Pergaduan Masyarakat 

Ii. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat $pp adalah 
SKPD di lingkungan Pererintah Kabupaten Sambas 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(l) Maksud penyusunan Standar Biaya Khusus adalah sebagai kerangka acuan 
bagi Inspektorat Kabupaten Sambas dalam penyusunan pelaksanaan dan 
pergendalian Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2016 

(2) Tujuan penyusunan Standar Biaya Khusus adalah terwujudnya relevansi dan 
kewajaran auntara alokasi anggaran dengan keluaran dari has.il kegiatan 
pembinaan dan pengowa.san yang direncana.k.an. 

BAB II 
KRITERIA DAN RUANG LINGKUP 

KEGIATAN PENGAWASAN 

(l Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar 
Biaya Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikeut 
a. Dlaksanakan secara rutin sectiap tahun (bu.kan terporer]; 
b. Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil 

Pemeriksaan, Lapora.n Has.il Evaluasi, dan Lapora.n Ha sil 
Monitoring/ Pemantauan Tinda.k Lan:jut Hasil Peeneriksaan; 

c. Merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi nspektorat, 
d. Kegiatan tersebut berada pada tataraan kegiatan atau subkegiatan dalam 

rangka pencapaian kinerja Inspektorat; d.an 
e. Bersifat khusus/spesifie dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat 

(2 Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Bia 
Khusus meliputi; 
a. Kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional 

perkantoran pada Inspektorat, dan 
b. Kegiatan insidentil seperti pengadaan barang. 

(I) Ruang lingkup Standar Biaya Khusus diberikasn dalam rangk.a melaksanakas 
gas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintaha.n di daerah 
yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat 

(2) Tugas pembinaan sebagamana dimaksud pada aryat (l) berupa pemberian 
bimbingan, supervisi, dan konsultasi. 

(3 Tua pengawasan sebagairman.a dimake.sud pada ayat (l) berupa kegiatan 
pemeriksaan yang meliputi; 

a. Pemeriksaan Reguler Tugas Pok&ok dan Fungsi serta penatausahaan 
keuangan SKPD; 



b. Pemeriksaan Serentak atas Pengelolaan Aset SKPD 
e. Pemeriksaan terhadap BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas; 
d. Pemeriksaan terhadap Pengelolaa Dana Bantuan Opera.sion.al Sekeolah 

(80s); 
e. Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 
f. Reviu terhadap RKA SKPD; 
g. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pererintah (8PIP 

SKPD; 
h. Evaluasi / Reviu LAKIP SKPD 
i. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa 
j. Pereriksaan Khusus/Kasus atas Pengadua Masyarakat; dan 
ke. Pemeniksaan Hibah dan Bantuan Sorsial 
l. Monitoring ] peantauan ida.k Lanjut Hasil Pereriksa.an Apart 

Pengawasan Internal / Eksternal Pererintah 
m. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bu pati 

BAB IV 
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PEMERIKSAAN 

(l) Kegiatan pemeriksaan dilaksaakan sesuai dengan Ppr dan Non PKPT 
nspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

(2 Kegiatan pemeriksaan yang tercatum dalam ppr sebagaiman.a dimaksud 
pada ayat (l) meliputi kegiatan pengawasen sebagaimana tercantum dalam 
pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, hurufc, dan huruf d. 

(3) Kegiatan pemeriksaan f pengawasa Non ppr «ebagaiman.a tercantum 
dalam pasad 4 ayat (3) huruf e,f,g. h,i,j, k, I, dan m scsuai sifatnya tidak 
dicantumkan dalam ppr tetarpi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam 
APBD secara rutin setiap tahun. 

(4) Kegiatan pemeriksaan berdasarka PKT «ebagaimana dima.ksud pada ayat 
(I), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi se bagai 
berikut. 
a. Mengajukan program kerja pengawasan/ pemeriksaan yang ditandatangan 

oleh Supervisi Pereriksaan atau pejabat yang mewakili; dan 
b. Penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau 

pejabat yang me wakili. 

(5) Kegiatan pemeriksa.an Non PKT ebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 
dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangauni oleh 
Inspektur atau pejabat yang mewakili. 

(1) Inspektur atau pejabat yang mewakili dapat menerbitkan 2 (dua) Surat 
Perintah Tugas dalam waktu yang bersare.an kepada Ti Perneriksa 

[2] Penerbitan Surat Perintah Tugas sebagairman.a dimaksud pada ayat (I] hanya 
dapat dilakukan untuk 
a. Pereriksaan yang sifatnya tidak sejemis yaitu pemeriksaan berdasarkan 

PKPT dan pemeriksaan Non PKPT; dan / atau 
b. Tidak tcrjadi duplikasi pembiayaan untu.k pembayaran biaya perjalanan 

dinas 



(l) Surat Perintah Tugas pemerikesaan sebagairman.a dimaksud dalam Pasal S ayat 
(4) huruf b dan ayat (5), meruat susunae Tim peeriksa dan jumlah hari 
pemeriksaan. 

[2) Susunan Ti Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari 
a. Supervisi, 
b. kKetua Tim Pemeriksa, 
e. Wail Ketua Tim Pereriksa; dan 
d. Anggota/ Sta Pemeriksa 

(3] Jumlah hari pemeriksaacn sebagaimana dimaksud pada ayat (), ditentukan 
sebagai berikut ; 
a. Untuk Pereriksaan sesuai PKPT, jumlah hari pemeriksaan paling lama 20 

(dua puluh) hari kerja; 
b. Untuk pemeriksaan Non pKPT jumlah hari pemeriksaan paling lama 15 

(lima belas) hari ker)a, 
c. Monitoring/ Pemantauan Tidak Lanjut Has Pereriksaan Aparat 

Pegawasan Internal/Eksternal Pererintah, jumlah hari penugasan 3 (tiga) 
hari kerja 

Untuk pertanggungawaban pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pada pojok 
kiri Surat Tugas harus ditandatangauni oleh pejabat yang dituju. 

(l) Inspektur Pembantu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daera.h 
(P2UPD), Auditor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf yang melakukan 
kegiatan pemeriksaan wajib menyampeikan dokumen pertanggungiawa ban 

(2) Dokumen pertanggungiawaban sebagairana diraksud aryat (l meliputi 

a. Surat Perintah Tugas (sPn yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang 
berwenang dan pejabat yang dituju; dan 

b Laporan hasil pemeniksaan monitoring format.ya mengacu kepad.a 
ketentuan yang berlakeu 

(3 Paling lambat 2 (dua) minggu setelah melakukan pemeriksaan, dokumen 
pertaggungiawaban terse but diserahkan kepada Benda.hara Pengeluaran, 
kecuali laporan hasil permeriksaan / monitoring hanya disampaikan kepad.a 
Inspektur melalui Sekeretaris 

Pasal IO 

(I) Inspektur bertarggungiawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

(2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Per bantu, Pejabat Pengawas Urusan 
Pemerintahan di Daerah (P2UPDJ, Auditor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagan 
dan staf yang melakukan kegiatan pemeriksaan bertanggungiawab 
sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara ] Daerah sebagai akibat 
dari kesalahan, kelalaian atau kcalpaan yang bersangkutan dalam 
hubungannya dengan pelaksanaan pemeriksaan sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 



BAB V 
STANDAR BLAYA KHUSUS 

Pasal Il 

Penetapan Standar Biaya Khusus berdasarkan kemampuan keuangan daera.h 

(I) Standar Biaya Khusus diberikan kepada Wakil Bupati, Pejabat dan Staf 
Inspektorat yang terdiri dari. 
a, Pengarah Pemeriksaan; 
b. Penanggung Jawab Pereriksa.an; 
c. Wakil Penanggung Jawa.b Peneriksaan, 
d. Supervisi; 
e. Ketua Tim Pemeriksaan, 
f Wakil Ketua Tim Pereriksa; dan 
g. Angota/Staf Peeneriksa. 

(2) Pengarah pemeriksaan sebagaimana dima.k.sud pada aryat (2) hurufa secara ex 
officio dijabat oleh Wakil Bupati. 

(3) Penanggung Jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf b 
secara ex officio dijabat oleh Inspektur 

(4) Wakil Penasnggang Jarwab pemeriksaan sebagaimaca dimaksud pada ayat [2) 
hurufc secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Inspektorat 

(5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada aryat [2) huruf d secara ex officio 
dijabat oleh Inspektur Perbantu Wilaryah. 

(6) Ketua Tim Pemeriksa dan Wakil Ketua Tim Peeriksa sc bagauiman.a dimaksud 
pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dijabat oleh Inspektur Perbantu 
Wilayah, Pejabat P2UPD Madya atau Auditor Madya 

(7) Ang@ota / Staf Pereriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat 
dijabat oleh Pejabat Fungsional P2UPD, Auditor, Kepala Seksi dan Staf pada 
Inspektur Pembantu Wilaya.h. 

Pasal 1 

(I Biaya Khusus Pengawasan dianggaurkan dalam Dokeumen Pelak.sanaan 
Anggaran (DPA) Lnspektorat pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 

(2) Rincian Standar Biarya kKhusus se bagaiman.a diraksud pada ayat (l), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakaen bagian tidak terpisahkan dari 
eraturan Bupati ini. 



Peraturan Bupati iri mulai berlaku peada tanggal diundangkan 

gar setiap orang men@eta huinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daera.h Kabupaten Sambas 

Ditctaplan di Sambas 

pada tanggal 29 Desember 2015 

BUPATT SAMBAS ' 
TTD 

JULIAR'TT DJUHARDI ALWI 

Diundangkan di Sambas 
Pada targgal 29 Desember 2015 

PIh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

TTD 

ARLLZEN AB 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 59 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGAN HUKUM 

DAN PERUNDANG-UN 

MARIANIS 
Pembina (IV/a) 

NIP 19640112 200003 1 003 
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